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BAB V  

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

1. Penyelenggaraan pemerintahan daerah didasarkan pada asas otonomi sebagaimana 

yang terdapat dalam Undang Undang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan asas 

otonomi tersebut, pemerintah daerah memiliki hak dan kewajiban untuk mengatur 

dan mengurus daerahnya sendiri. Salah satu wujud pelaksanaan otonomi daerah yaitu 

dengan adanya desentralisasi dalam bidang keuangan yang disebut dengan 

desentralisasi fiskal. Desentralisasi fiskal memberikan kewenangan kepada daerah 

untuk mengelola sendiri keuangannya yang bertujuan untuk tercapainya kemandirian 

daerah dan mewujudkan pembangunan daerah. Pelaksanaan pembangunan daerah 

ditujukan untuk meningkatkan dan meratakan kesejahteraan masyarakat di daerah. 

Berdasarkan Undang Undang Pemerintahan Daerah, kemandirian daerah berarti 

pemerintah daerah dapat melakukan pembiayaan dan pertanggungjawaban dalam 

mengelola keuangan daerahnya termasuk membiayai kegiatan pemerintahan, 

pembangunan, serta pelayanan kepada masyarakat. Kemandirian daerah dilihat dan 

diukur berdasarkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun, kontribusi PAD terhadap 

belanja pemerintah daerah maksimal hanya sebesar 20 persen. Sehingga dapat 

dikatakan bahwa PAD tidak sepenuhnya dapat secara maksimal membiayai belanja 

pemerintah daerah dan menopang daerah untuk tercapainya kemandirian daerah. Oleh 

karena itu, daerah perlu alternatif lain untuk dapat membiayai daerahnya agar 

tercapainya kemandirian daerah dan meningkatkan pembangunan di daerah. Maka, 

dengan adanya obligasi daerah dapat menjadi alternatif untuk membiayai 

pembangunan infrastruktur di daerah. Berdasarkan Pasal 1 angka 10 Peraturan 

Pemerintah tentang Pinjaman Daerah, yang disebut dengan obligasi daerah yaitu 

pinjaman daerah yang ditawarkan kepada publik melalui penawaran umum di pasar 

modal. Penerbitan obligasi daerah ini bertujuan untuk membiayai infrastruktur dan 

atau investasi berupa kegiatan pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka 

penyediaan pelayanan publik yang menjadi urusan pemerintahan daerah dan 
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menghasilkan penerimaan bagi daerah. Penerbitan obligasi daerah ini tidak ditujukan 

untuk menutup kekurangan kas daerah. 

2. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal tidak mendefinisikan 

istilah obligasi secara tegas, namun obligasi diartikan sebagai salah satu jenis efek 

yang berupa utang jangka panjang. Karakteristik dalam obligasi memiliki kesamaan 

dengan karakteristik pinjaman utang pada umumnya yaitu: 1) Nilai penerbitan 

obligasi (jumlah pinjaman dana); 2) Jangka waktu obligasi; 3) Tingkat suku bunga; 4) 

Jadwal pembayaran suku bunga; dan 5) Jaminan. Obligasi secara umum dilaksanakan 

berdasarkan asas pacta sunt servanda namun tetap terbatas pada ketentuan dalam 

Undang Undang Pasar Modal. Namun, dalam obligasi daerah selain tunduk pada 

ketentuan dalam Undang Undang Pasar Modal juga tunduk pada ketentuan yang ada 

pada Peraturan Pemerintah Pinjaman Daerah. Obligasi daerah yang termasuk kedalam 

pinjaman daerah dapat diterbitkan dengan proyek obligasi daerah beserta barang 

milik daerah sebagai jaminannya sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 4 ayat (4) 

Peraturan Pemerintah Pinjaman Daerah. Namun, secara yuridis barang milik daerah 

tidak dapat dijadikan jaminan pinjaman daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah 

tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, barang milik daerah diartikan 

sebagai seluruh barang yang diperoleh dari beban anggaran APBD serta perolehan 

lainnya yang sah yang salah satunya adalah pelaksanaan dari perjanjian atau kontrak. 

Penerbitan obligasi daerah dituangkan dalam perjanjian perwaliamanatan sehingga 

dapat dikatakan bahwa penerbitan obligasi daerah merupakan suatu perikatan antara 

pemerintah daerah selaku penerbit obligasi daerah dengan pihak ketiga selaku 

investor. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa penerbitan obligasi daerah 

merupakan pinjaman daerah yang berupa perjanjian antara pemerintah daerah dengan 

pihak ketiga, sehingga proyek atau kegiatan yang dibiayai oleh obligasi daerah juga 

merupakan barang milik daerah yang seyogyanya tidak dapat dijadikan jaminan, 

sama halnya seperti barang milik daerah yang tidak dapat dijadikan jaminan pinjaman 

daerah. 

3. Pengaturan mengenai obligasi daerah merupakan contoh pengaturan yang paling detil 

diatur dari konsep obligasi daerah hingga ke teknis pelaksanaan penerbitan obligasi 

daerah. Hal ini menunjukan kepastian hukum dalam hal pengaturan penerbitan 
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obligasi daerah terpenuhi, namun banyaknya pengaturan tentang penerbitan obligasi 

daerah dan mekanisme penerbitan yang panjang menimbulkan obligasi daerah ini 

sendiri belum pernah diterapkan di Indonesia. 

5.2 Saran 

1. Pemerintah Pusat perlu mengkaji ulang mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 56 

Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah terlebih terkait dengan kegiatan yang dibiayai 

oleh obligasi daerah beserta barang milik daerah yang dapat dijadikan jaminan dalam 

penerbitan obligasi daerah agar kepastian hukum mengenai barang milik daerah yang 

dijadikan jaminan dapat terjamin dan terjaga dengan baik. 

2. Pemerintah Pusat perlu mengkaji ulang mengenai proses penerbitan obligasi daerah 

agar Daerah dapat dengan mudah menerbitkan obligasi daerah yang akan sangat 

membantu pembangunan di daerah. Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah 

perlu meningkatkan koordinasi serta kerjasama dalam penerbitan obligasi daerah. 
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